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g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut
jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan
prasarana Penelitian; dan

h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau
fungsi  Penelitian dalam  menyelenggarakan
program Penelitian paling sedikit melalui

pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 54

(1) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian
merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme
pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

(2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian
internal.

(3) Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan
Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari
pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam
maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

(4) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan untuk membiayai:

a. perencanaan Penelitian;
b. pelaksanaan Penelitian;
c. pengendalian Penelitian;
d. pemantauan dan evaluasi Penelitian;
e. pelaporan hasil Penelitian; dan
f.  diseminasi hasil Penelitian.
(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian

diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 55
(1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan
Penelitian.
(2) Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
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a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi
proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan
Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;

b. peningkatan kapasitas peneliti; dan

c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan

Intelektual (KI).

BAB IV
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 56
Ruang lingkup standar Pengabdian kepada Masyarakat
terdiri atas:

a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;

b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;

c. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;

d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;

e. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;

f. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada

Masyarakat;

g. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;
dan

h. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian

kepada Masyarakat.

Bagian Kedua

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 57
(1) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat
merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada
Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan
membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa.
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(2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat
dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika
yang relevan;

b. pemanfaatan teknologi tepat guna;

c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi; atau

d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk

pengayaan sumber belajar.

Bagian Ketiga
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 58

(1) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan
kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan
materi Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada
Masyarakat.

(3) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

(4) Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:

a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung
dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam rangka memberdayakan masyarakat;

c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan
dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat;
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d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial,
dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat
diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia
usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau

e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan
langsung oleh masyarakat, dunia usaha,

dan/atau industri.

Bagian Keempat

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 59

(1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
merupakan  kriteria minimal tentang kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

(2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat
berupa:

a. pelayanan kepada masyarakat;

b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai
dengan bidang keahliannya;

c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau

d. pemberdayaan masyarakat.

(3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan
standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat,
dan lingkungan.

(4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang
dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari
bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk
memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan
ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

(5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang
dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran
Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (4).
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(6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus
diselenggarakan secara terarah, terukur, dan

terprogram.

Bagian Kelima

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 60

(1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
merupakan  kriteria minimal tentang penilaian
terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada
Masyarakat.

(2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi
unsur:

a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk
memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan
mutu Pengabdian kepada Masyarakat;

b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan
kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh
subjektivitas;

c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang
dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang
jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian
kepada Masyarakat; dan

d. transparan, yang merupakan penilaian yang
prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses
oleh semua pemangku kepentingan.

(3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada
Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil,
standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada

Masyarakat.
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(4) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. tingkat kepuasan masyarakat;

b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan pada masyarakat sesuai dengan
sasaran program;

c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan
teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau
pembelajaran serta pematangan sivitas akademika
sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi; atau

e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi
kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh
pemangku kepentingan.

(5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat
dilakukan dengan menggunakan metode dan
instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat
mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta
pencapaian  kinerja hasil Pengabdian kepada

Masyarakat.

Bagian Keenam

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 61

(1) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana
untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki
penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang
sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta
tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

(3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan:
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a. kualifikasi akademik; dan
b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

(4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian
kepada Masyarakat.

(5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan
Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan

Pengembangan.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada

Masyarakat

Pasal 62

(1) Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada
Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat
dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada
Masyarakat.

(2) Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat
paling sedikit yang terkait dengan penerapan
bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola
Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;

b. proses Pembelajaran; dan

c. kegiatan Penelitian.

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan

kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
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Bagian Kedelapan

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 63

(1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
serta  pelaporan  kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat.

(2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang
bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada
Masyarakat.

(3) Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat,
lembaga  Penelitian dan  Pengabdian  kepada
Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai

dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 64
(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (2) wajib:

a. menyusun dan mengembangkan rencana program
Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan
rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat
Perguruan Tinggi;

b. menyusun dan mengembangkan peraturan,
panduan, dan sistem penjaminan mutu internal
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;

e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada

Masyarakat;
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f.  memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan
pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;

g. memberikan penghargaan kepada pelaksana
Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;

h. mendayagunakan sarana dan prasarana
Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain
melalui kerja sama;

i.  melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut
jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan
prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan

j- menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat yang dikelolanya.

Perguruan Tinggi wajib:

a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada
Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana
strategis Perguruan Tinggi;

b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian
Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit
menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada
Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan,
dan membudayakan ilmu pengetahuan dan
teknologi guna memajukan kesejahteraan umum
serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan
lembaga atau fungsi Pengabdian kepada
Masyarakat dalam menjalankan program
Pengabdian kepada Masyarakat secara
berkelanjutan;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
lembaga atau fungsi Pengabdian kepada
Masyarakat dalam  melaksanakan  program
Pengabdian kepada Masyarakat;

e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana
Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu
pada standar hasil, standar isi, dan standar

proses Pengabdian kepada Masyarakat;
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f.  mendayagunakan sarana dan prasarana pada
lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian
kepada Masyarakat;

g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut
jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan
prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan

h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau
fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam
menyelenggarakan program Pengabdian kepada
Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data

Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada

Masyarakat

Pasal 65

(1) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian
kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal
sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan
Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal
untuk Pengabdian kepada Masyarakat.

(3) Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan
Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari
pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam
maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

(4) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen
atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan untuk membiayai:

a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;

b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;

c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;

d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada
Masyarakat;

e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan

f.  diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
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(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian
kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan

Tinggi.

Pasal 66

(1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan
Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
membiayai:

a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang
terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan
evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil
Pengabdian kepada Masyarakat; dan

b. peningkatan kapasitas pelaksana.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 67
Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
untuk pendidikan Program Studi di luar domisili,
pendidikan jarak jauh, akademi komunitas, dan program
pendidikan yang memerlukan pengaturan khusus diatur

dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang
belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, Perguruan
Tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan
keterampilan khusus yang disusun secara mandiri

untuk proses penjaminan mutu internal di Perguruan
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Tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui
akreditasi;

b. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan
dengan ketentuan Pasal 29 ayat (15) huruf b paling
lama 1 (satu) tahun;

c. lahan dan bangunan Perguruan Tinggi yang digunakan
melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan
dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 paling lama
10 (sepuluh) tahun;

d. pengelolaan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi
wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun; dan

e. semua ketentuan mengenai kriteria minimum yang
berfungsi sebagai standar Pendidikan Tinggi dinyatakan
masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 belum ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

jdih.kemdikbud.go.id



- 57 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya.
plt. Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

jdih.kemdikbud.go.id



- 58 -

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

A. RUMUSAN SIKAP

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus

memiliki sikap sebagai berikut:

a.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius;

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika;

berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan
Pancasila;

berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan
bangsa;

menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;

taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;

menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri; dan

menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan

kewirausahaan.
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B. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DIPLOMA SATU, DIPLOMA DUA, DAN DIPLOMA TIGA

umum sebagai berikut:

umum sebagai berikut:

DIPLOMA SATU DIPLOMA DUA DIPLOMA TIGA
Lulusan Program Lulusan Program | Lulusan Program
Diploma Satu wajib | Diploma Dua wajib | Diploma Tiga wajib
memiliki keterampilan | memiliki keterampilan | memiliki

keterampilan umum

sebagai berikut:

merupakan hasil kerja
sendiri melalui
pengawasan tidak

langsung;

merupakan hasil kerja
sendiri, tanpa

pengawasan,;

a. mampu melaksanakan | a. mampu menyelesaikan | a. mampu
serangkaian tugas pekerjaan dengan menyelesaikan
spesifik dengan tugas yang berlingkup pekerjaan
menggunakan alat, luas dalam bidang berlingkup luas
informasi, dan pilihan yang spesifik, dan menganalisis
prosedur kerja yang menganalisis informasi data dengan
tepat dari beberapa secara terbatas, dan beragam metode
pilihan yang baku; memilih metode yang yang sesuai, baik

sesuai dari beberapa yang belum
pilihan yang baku; maupun yang
sudah baku;

b. mampu menunjukkan | b. mampu menunjukkan | b. mampu
kinerja bermutu dan kinerja bermutu dan menunjukkan
terukur dari hasil terukur dari hasil kinerja  bermutu
kerja yang sebagian kerja yang seluruhnya dan terukur;
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DIPLOMA SATU DIPLOMA DUA DIPLOMA TIGA
c. mampu memecahkan | c. mampu memecahkan mampu
masalah pekerjaan masalah pekerjaan memecahkan
dengan sifat dan dengan sifat dan masalah pekerjaan
konteks yang lazim, konteks yang lazim, dengan sifat dan
serta dilaksanakan serta dilaksanakan dan konteks yang
melalui bimbingan; bertanggung jawab sesuai
secara mandiri atas dengan bidang
hasilnya; keahlian
perapannya
didasarkan pada
pemikiran  logis,
inovatif, dan
bertanggung jawab
atas hasilnya secara
mandiri;
d. mampu menyusun | d. mampu menyusun

laporan tertulis dalam

lingkup terbatas

laporan hasil dan
proses kerja
secara akurat dan
sahih serta
mengomunikasikan
-nya secara efektif
kepada pihak lain
yang

membutuhkan;
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DIPLOMA SATU

DIPLOMA DUA

DIPLOMA TIGA

d. mampu bekerja e. mampu bekerja sama, | e. mampu bekerja
sama dan berkomunikasi, sama,
berkomunikasi dengan mengambil inisiatif yang berkomunikasi,
cara dan bahasa diperlukan dalam dan berinovatif
yang sesuai dengan konteks pelaksanaan dalam
etika dalam pekerjaannya; pekerjaannya;
lingkungan kerjanya;

e. mampu bertanggung- |f. mampu bertanggung- | f. mampu
jawab pada jawab pada pekerjaan bertanggung-
pekerjaan sendiri sendiri dan dapat diberi jawab  atas
dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil

tanggung jawab atas mutu dan kuantitas kerja kelompok

mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain; dan  melakukan

hasil kerja orang lain dan supervisi dan
yang setara; dan valuasi terhadap
penyelesaian

pekerjaan yang
ditugaskan
kepada pekerja
yang berada di
bawah

tanggungjawabnya

; dan

g. mampu
melakukan proses
evaluasi diri

terhadap

kelompok kerja
yang berada

di bawah tanggung
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DIPLOMA SATU

DIPLOMA DUA

DIPLOMA TIGA

jawabnya, dan
mengelola
pengembangan
kompetensi kerja

secara mandiri;

f. mampu
mendokumen-
tasikan,
menyimpan,
mengamankan,
dan menemukan
kembali data untuk
menjamin

kesahihan.

mampu

mendokumentasikan,

menyimpan,
mengamankan, dan
menemukan kembali

data untuk menjamin

kesahihan.

h. mampu
mendokumentasi -
kan, menyimpan,

mengamankan, dan

menemukan
kembali data untuk

menjamin
kesahihan dan

mencegah plagiasi.

C. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DIPLOMA EMPAT/SARJANA TERAPAN DAN PROGRAM SARJANA

DIPLOMA EMPAT /
SARJANA TERAPAN

SARJANA

Lulusan Program Diploma Empat/

Sarjana Terapan wajib memiliki

keterampilan umum sebagai berikut:

Lulusan Program Sarjana wajib
memiliki keterampilan umum sebagai

berikut:

a. mampu menerapkan pemikian logis,

kritis, inovatif, bermutu, dan

terukur dalam melakukan

pekerjaan yang spesifik di bidang

a. mampu menerapkan pemikiran

logis, kritis, sistematis, dan

inovatif dalam konteks

pengembangan atau
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DIPLOMA EMPAT /
SARJANA TERAPAN

SARJANA

keahliannya serta sesuai dengan
standar kompetensi kerja bidang

yang bersangkutan;

implementasi ilmu pengetahuan

dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora yang sesuai dengan

bidang keahliannya;

. mampu menunjukkan kinerja

mandiri, bermutu dan terukur;

b. mampu menunjukkan kinerja

mandiri, bermutu, dan terukur;

mampu mengkaji kasus
penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora
sesuai dengan bidang keahliannya
dalam rangka menghasilkan
prototype, prosedur baku, desain
atau karya seni, menyusun hasil
kajiannya dalam bentuk kertas
kerja, spesifikasi desain, atau esai
seni, dan mengunggahnya dalam

laman perguruan tinggi;

mampu mengkaji implikasi
pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan

teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan
kaidah, tata cara dan etika ilmiah
dalam rangka menghasilkan solusi,
gagasan, desain atau kritik seni,

menyusun deskripsi saintifik hasil

kajiannya dalam bentuk skripsi
atau laporan tugas akhir, dan
mengunggahnya  dalam laman

perguruan tinggi;

mampu menyusun hasil kajian
tersebut di atas dalam bentuk
kertas kerja, spesifikasi desain,
atau esai seni, dan
laman

mengunggahnya dalam

perguruan tinggi;

. menyusun deskripsi saintifik hasil

kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas
akhir, dan mengunggahnya dalam

laman perguruan tinggi;
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DIPLOMA EMPAT /

menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan mencegah

plagiasi.

SARJANA TERAPAN SARJANA
e. mampu mengambil keputusan secara | e. mampu mengambil keputusan
tepat berdasarkan prosedur baku, secara tepat dalam konteks
spesifikasi desain, persyaratan penyelesaian masalah di bidang
keselamatan dan keamanan kerja keahliannya, berdasarkan hasil
dalam melakukan supervisi dan analisis informasi dan data;
evaluasi pada pekerjaannya;
mampu memelihara dan | f. mampu memelihara dan
mengembangkan  jaringan = kerja mengembang-kan jaringan kerja
sama dan hasil kerja sama di dalam dengan  pembimbing, kolega,
maupun di luar lembaganya; sejawat baik di dalam maupun di
luar lembaganya;
mampu bertanggungjawab atas|g. mampu bertanggungjawab atas
pencapaian hasil kerja kelompok dan pencapaian hasil kerja kelompok
melakukan supervisi dan evaluasi dan melakukan supervisi dan
terhadap penyelesaian pekerjaan evaluasi terhadap penyelesaian
yang ditugaskan kepada pekerja pekerjaan yang ditugaskan

yang berada di bawah kepada pekerja yang berada di
tanggungjawabnya; bawah tanggungjawabnya,;

. mampu melakukan proses evaluasi | h. mampu melakukan proses
diri terhadap kelompok kerja yang evaluasi diri terhadap kelompok
berada dibawah tanggung jawabnya, kerja yang Dberada dibawah
dan mampu mengelola pembelajaran tanggung jawabnya, dan mampu
secara mandiri; dan mengelola pembelajaran secara

mandiri; dan
mampu mendokumentasikan, | i. mampu mendokumentasikan,
menyimpan, mengamankan, dan menyimpan, mengamankan, dan

menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan

mencegah plagiasi.
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D. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN

MAGISTER

MAGISTER TERAPAN

Lulusan Program Magister wajib

Lulusan Program Magister Terapan

memiliki keterampilan-umum | wajib memiliki keterampilan-umum
sebagai berikut: sebagai

berikut:
a. mampu mengembangkan | a. mampu mengembangkan

pemikiran logis, kritis, sistematis,
dan kreatif melalui penelitian
ilmiah, penciptaan desain atau
karya seni dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora sesuai dengan
bidang keahliannya, menyusun
konsepsi ilmiah dan hasil kajian
berdasarkan kaidah, tata cara,
dan etika ilmiah dalam bentuk
tesis atau bentuk lain yang
setara, dan diunggah dalam
laman perguruan tinggi, serta
makalah yang telah diterbitkan di
jurnal ilmiah terakreditasi atau

diterima di jurnal internasional;

pemikiran logis, kritis, sistematis,
dan kreatif dalam penerapan
teknologi yang memperhatikan

dan menerapkan nilai
humaniora sesuai bidang
keahliannya dalam rangka
menghasilkan  prototipe, karya
desain, produk seni, atau inovasi
teknologi bernilai tambah,
menyusun Kkonsepsi ilmiah atau
karya berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah dalam
bentuk tesis atau bentuk lain yang
setara, dan diunggah dalam laman
perguruan tinggi, serta karya yang

dipresentasikan atau dipamerkan,;

b. mampu melakukan validasi
akademik atau kajian sesuai
bidang keahliannya dalam

menyelesaikan masalah di

b. mampu  melakukan  validasi
akademik atau kajian sesuai bidang
keahliannya dalam

menyelesaikan masalah di
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MAGISTER

masyarakat atau industri yang
relevan melalui pengembangan

pengetahuan dan keahliannya;

MAGISTER TERAPAN
masyarakat atau industri yang
relevan melalui pengembangan

pengetahuan dan keahliannya;

mampu menyusun ide, hasil

pemikiran, dan argumen saintifik
secara bertanggung jawab dan
etika

berdasarkan akademik,

serta mengkomunikasikannya

melalui media kepada

masyarakat akademik dan

masyarakat luas;

. mampu menyusun ide, pemikiran,

dan  argumen teknis secara

bertanggung jawab dan
berdasarkan etika akademik, serta
mengkomunikasikannya melalui

media kepada masyarakat

akademik dan masyarakat luas;

mampu mengidentifikasibidang
keilmuan yang menjadi obyek
penelitiannya dan memposisikan

ke dalam suatu peta penelitian

yang dikembangkan = melalui
pendekatan interdisiplin atau
multidisiplin;

. mampu

mengidentifikasi

bidang keilmuan yang menjadi
obyek penelitiannya dan
memosisikan ke dalam suatu skema
penyelesaian masalah yang lebih
menyeluruh dan bersifat

interdisiplin atau multi disiplin;

mampu mengambil keputusan
dalam konteks menyelesaikan
masalah  pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora berdasarkan
kajian analisis atau
eksperimental terhadap informasi

dan data;

mampu mengambil keputusan

dalam konteks menyelesaikan
masalah penerapaan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora berdasarkan kajian
informasi

ekperimental terhadap

dan data;
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MAGISTER

MAGISTER TERAPAN

jaringan kerja dengan

luas;

mengembangkan dan memelihara

sejawat di dalam lembaga dan

komunitas penelitian yang lebih

f. mampu mengelola, | f.

kolega,

mampu mengelola,
mengembangkan dan meningkatkan
mutu  kerja sama  baik di
lembaganya maupun lembaga lain,
dengan mengutamakan kualitas
hasil dan ketepatan waktu

menyelesaikan pekerjaan;

dan

pembelajaran secara mandiri;

g. mampu meningkatkan kapasitas | g.

mampu meningkatkan kapasitas

pembelajaran secara mandiri; dan

penelitian dalam
menjamin kesahihan

mencegah plagiasi.

menyimpan, mengamankan, dan

menemukan kembali data hasil

h. mampu mendokumentasikan, | h.

rangka

dan

mampu mendokumentasikan,
menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data
prototype, karya desain atau
produk seni dalam rangka
menjamin kesahihan dan mencegah

plagiasi.

E. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DOKTOR DAN PROGRAM DOKTOR TERAPAN

DOKTOR

DOKTOR TERAPAN

Lulusan Program Doktor
memiliki keterampilan

sebagai berikut:

wajib | Lulusan Program Doktor Terapan

umum | wajib memiliki keterampilan umum

sebagai berikut:
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DOKTOR DOKTOR TERAPAN

a. mampu menemukan atau|a. mampu menemukan,
mengembangkan teori/konsepsi/ menciptakan, dan memberikan
gagasan ilmiah baru, kontribusi baru pada
memberikan  kontribusi pada pengembangan, serta
pengembangan serta pengamalan pengamalan ilmu  pengetahuan
ilmu  pengetahuan dan/atau dan/atau teknologi yang
teknologi yang memperhatikan memperhatikan dan

dan menerapkan nilai humaniora
di bidang keahliannya, dengan
menghasilkan penelitian ilmiah
berdasarkan metodologi ilmiah,
pemikiran logis, kritis, sistematis,

dan kreatif;

menerapkan nilai humaniora di

bidang keahliannya, dengan

menghasilkan karya desain,

prototipe, atau inovasi teknologi

bernilai tambah  atau  dapat

digunakan untuk penyelesaian
masalah

berdasarkan pemikiran logis, kritis,

kreatif, dan arif;

b. mampu menyusun penelitian

interdisiplin, multidisiplin atau
transdisiplin, termasuk kajian
teoritis dan/atau eksperimen

pada bidang keilmuan, teknologi,
seni dan inovasi yang dituangkan
dalam bentuk disertasi, dan
makalah yang telah diterbitkan di

jurnal internasional bereputasi;

. mampu menyusun konsepsi ilmiah

dan hasil kajian atas hasil karyanya
berdasarkan kaidah, tata cara, dan
etika ilmiah dalam bentuk disertasi,
dan makalah yang telah diterbitkan
di jurnal nasional terakreditasi atau
diterima di jurnal internasional
atau karya yang dipresentasikan
atau dipamerkan dalam forum

internasional;

c. mampu memilih penelitian yang
tepat guna, terkini, termaju, dan

memberikan kemaslahatan pada

C.

mampu memilih penelitian

yang tepat guna, terkini,

termaju, dan memberikan
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DOKTOR DOKTOR TERAPAN
umat manusia melalui kemaslahatan pada umat manusia
pendekatan interdisiplin, dengan mengikutsertakan aspek

multidisiplin, atau transdisiplin,
dalam rangka mengembangkan
dan/atau menghasilkan
penyelesaian masalah di bidang
keilmuan, teknologi, seni, atau
kemasyarakatan, berdasarkan
hasil kajian tentang ketersediaan
internal

sumberdaya maupun

eksternal,

keekonomian melalui pendekatan
interdisiplin, multidisiplin, atau
dalam

transdisiplin, rangka

menghasilkan penyelesaian
masalah teknologi pada industri

yang relevan, atau seni;

mampu mengembangkan peta

jalan penelitian dengan

pendekatan interdisiplin,
multidisiplin, atau transdisiplin,
berdasarkan kajian tentang
sasaran pokok penelitian dan

konstelasinya pada sasaran yang

lebih luas;

. mampu mengembangkan
strategi pengembangan
teknologi atau  seni  dengan
pendekatan interdisiplin,
multidisiplin, atau
transdisiplin, berdasarkan kajian

tentang sasaran pokok penelitian
dan konstelasinya pada sasaran

yang lebih luas;

. mampu menyusun argumen dan
solusi keilmuan, teknologi atau
seni berdasarkan pandangan
kritis atas fakta, konsep, prinsip,
atau teori

yang dapat

dipertanggungjawabkan  secara
ilmiah dan etika akademik, serta
mengkomunikasikannya melalui
massa atau

media langsung

kepada masyarakat;

mampu menyusun argumen dan
solusi keilmuan, teknologi atau seni
berdasarkan pandangan kritis atas
fakta, konsep, prinsip, atau teori
yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah dan etika akademik,
serta

mengkomunikasikannya

melalui media massa atau

langsung kepada masyarakat;
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DOKTOR DOKTOR TERAPAN
f. mampu menunjukkan mampu menunjukkan
kepemimpinan akademik dalam kepemimpinan akademik dalam
pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan
pembinaan sumberdaya serta pembinaan sumberdaya serta

organisasi yang berada dibawah

organisasi yang berada dibawah

tanggung jawabnya; tanggung jawabnya;

g. mampu mengelola, termasuk mampu mengelola, termasuk
menyimpan, mengaudit, menyimpan, mengaudit,
mengaman-kan, dan menemukan mengamankan, dan

kembali data dan informasi hasil
penelitian yang berada dibawah

tanggung jawabnya; dan

menemukan kembali data dan
hasil penelitian yang

dibawah

informasi
berada tanggung

jawabnya; dan

h. mampu mengembangkan dan
memelihara hubungan kolegial
dan kesejawatan di dalam

lingkungan sendiri atau melalui

jaringan

kerjasama dengan

komunitas peneliti diluar

lembaga.

mampu mengembangkan dan

memelihara hubungan kolegial dan
kesejawatan di dalam lingkungan
atau melalui

sendiri jaringan

kerjasama dengan komunitas

peneliti di luar lembaga.
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F. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM PROFESI, PROGRAM SPESIALIS, DAN PROGRAM SUBSPESIALIS

PROFESI SPESIALIS SUBSPESIALIS
Lulusan Program | Lulusan Program | Lulusan Program
Profesi wajib memiliki | Spesialis wajib memiliki | Subspesialis wajib
keterampilan umum | keterampilan umum | memiliki keterampilan

sebagai berikut:

sebagai berikut:

umum sebagai berikut:

a. mampu bekerja di

bidang keahlian
pokok untuk jenis
pekerjaan yang
spesifik dan
memiliki
kompetensi kerja
yang minimal
setara dengan
standar
kompetensi kerja
profesinya;

a. mampu bekerja  di

bidang keahlian
pokok /profesi untuk
jenis pekerjaan yang
spesifik dan kompleks
serta memiliki
kompetensi kerja yang
minimal setara dengan
standar  kompetensi
profesi yang berlaku
secara

nasional/internasional,

a. mampu bekerja di
bidang keahlian
pokok/profesi untuk
jenis pekerjaan yang
spesifik dan
kompleks serta
memiliki kompetensi

kerja  yang  setara

dengan standar
kompetensi profesi
yang berlaku secara

internasional;

b. mampu membuat
keputusan yang
independen dalam
menjalankan
pekerjaan
profesinya
berdasarkan
pemikiran logis,

kritis, sistematis,

b. mampu membuat

keputusan yang
independen dalam
menjalankan pekerjaan
profesinya berdasarkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, kreatif, dan

komprehensif;

b. mampu  membuat
keputusan yang
independen dalam
menjalankan
pekerjaan profesinya
berdasarkan
pemikiran logis,
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PROFESI SPESIALIS SUBSPESIALIS
keperluan keperluan
pengembangan pengembangan hasil
hasil kerja kerja profesinya.
profesinya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

plt. Kepala Biro Hukum

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
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